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BUPATI SORONG, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan  dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017; 

 
Mengingati : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Otonom Irian Barat dan Kabupaten-

Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 



3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Pencabutan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang 

Nomor  30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Rebublik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4151); Sebagaimana telah di ubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi 
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia 
Nomor 4484); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pererintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor  5049); 
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembabran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor  5234); 
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4709); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4574); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52727); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005  tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5165); 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2015 Nomor 3); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah 
Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 5); 



27. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong      

Tahun 2018 Nomor 2); 

 

M E M U TU SK A N  : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN  BUPATI  TENTANG PENJABARAN  PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN   PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  2017. 

 
 

Pasal 1 

 
Laporan dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2017 terdiri atas : 

1. Pendapatan  : 
a. Pendapatan Asli Daerah         Rp  93.000.461.692,40 
b. Dana Perimbangan         Rp863.440.606.061,00 

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah       Rp660.269.285.933,00 
  Jumlah Pendapatan         Rp1.616.710.353.686,40 

 
2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1. Belanja Pegawai         Rp352.062.992.459,00 
2. Belanja Subsidi          Rp   0,00 
3. Belanja Hibah          Rp  33.968.892.068,00 

4. Belanja Bantun Sosial        Rp    5.508.878.614,00 
5. Belanja Bantuan Keuangan        Rp251.038.679.000,00 

6. Belanja Tidak Terduga        Rp                         0,00 
  Rp642.579.442.141,00 
 

 
 



b. Belanja Langsung 
1. Belanja Pegawai         Rp  40.316.467.360,00 

2. Belanja Barang dan Jasa        Rp329.334.622.805,15 
3. Belanja Modal          Rp331.990.849.575,00 

 
Rp701.641.939.740,15 

 

Jumlah Belanja Rp1.344.221.381.881,15 
 

Surplus/(Defisit)                         Rp272.488.971.805,25 

 
c. Pembiayaan : 

a. Penerimaan                            Rp54.462.643.514,54 
b. Pengeluaran                             Rp  1.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp53.462.643.514,54 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp325.951.615.319,79 

 
 

Pasal 2 
 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 1 yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 3 

 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi 

Anggaran. 

Pasal 4 

 
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.        

 



Salinan sesuai aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN SORONG, 

 
 
 

LODEWIEK KALAMI, SH. M.SI 
PEMBINA TK. I (IV/b) 

NIP. 19630525 199307 1 001 

Pasal 5 
 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 6 
 

Bupati Sorong menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut 

dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.  
 

Pasal 7 

 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten  Sorong. 
 

 

  Ditetapkan di Aimas 
  pada tanggal 6 Agustus 2018 

 

BUPATI SORONG, 
              ttd 

  JOHNY KAMURU 
Diundangkan di Aimas 
pada tanggal 6 Agustus 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG, 
   ttd 

   MOHAMMAD SAID NOER 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018, NOMOR 20 


